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ABSTRAK

Tidak tercukupinya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan banyak
orang untuk bekerja di luar wilayah Indonesia, dalam tiga tahun terahir hal ini
megalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 37%. Ditemukan 11.733 orang
pekerja migran Indonesia memilih untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi Arab
Saudi juga merupakan negara dengan jumlah masalah pekerja migran terbanyak
yang melaporkan kepada BP2MI sekitar 1.238 laporan masalah dari tiga tahun
terahir. Fokus penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang melindungi tenaga
kerja Indonesia di Arab Saudi selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif
siyasah dauliyah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Dengan teknik
pengumpulan data /ibarary research, metode ini melihat masalah dari perspektif
hukum, norma, buku, jurnal, dan ketentuan. Adapun pendekatan penelitian yang
akan peneliti gunakan yaitu yuridis-empiris. Teknik analisis data menggunakan
analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama bahwa perlindungan
pekerja migran Indonesia mengalami banyak perubahan dari sebelumnya di
karnakan dengan lahirnya undang-undang baru di Indonesia yang mewajibkan
seluruh perangkat pemerintah dari pusat sampai daerah untuk ikut serta. Kedua
bahwa indonesai dan arab Saudi memiliki persamaan dalam urusan perlindungan
hak bagi para pekerja mulai dari perlindungan upah dan jaminan Kesehatan. Ketiga
konsep perlindungan hukum terhadap PMI berbeda selama proses penanganan di
lapangan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, PMI yang bekerja
di Saudi masih jauh dari kata sempurna. Karena sistem Kafala dan Igamah masih
ada di Saudi

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia (PMI), Perlindungan Hukum, dan Siyasah
Dauliyah.



ABSTRACT

The lack of sufficient employment opportunities in Indonesia has caused
many people to work outside Indonesia. In the last three years this has increased
from the previous year by around 37%. It was found that 11,733 Indonesian migrant
workers chose to work in Saudi Arabia, however Saudi Arabia is also the country
with the largest number of migrant worker problems reporting to BP2MI around
1,238 problem reports from the last three years. The focus of this research is
government policies that protect Indonesian workers in Saudi Arabia. Then the data
is analyzed using a siyasah dauliyah perspective.

This research is normative juridical research. Using library research data
collection techniques, this method looks at problems from the perspective of laws,
norms, books, journals and regulations. The research approach that researchers
will use is juridical-empirical. The data analysis technique uses qualitative data
analysis.

The results of this research conclude: firstly, that the protection of
Indonesian migrant workers has undergone many changes from before due to the
birth of a new law in Indonesia which requires all government agencies from central
to regional to participate. Second, Indonesia and Saudi Arabia have similarities in
matters of protecting workers' rights, starting from wage protection and health
insurance. The three concepts of legal protection for PMI are different during the
handling process in the field. In order to obtain appropriate legal protection, PMI
working in Saudi is still far from perfect. Because the Kafala and Iqamah systems
still exist in Saudi

Keywords: Indonesian Migrant Workers (PMI), Legal Protection, and Siyasah
Dauliyah.
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PEDOMAN TRANSLITERAST ARAB-LATIN

Penulisan transletirasi Arab-Latin dalam

skripsi ini menggunakan

transliterasi bersadarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah

sebagai berikut:
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

L)

LXNTEN

Ditulis

Muta’addidah

Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbitih di akhir kata

Semua ta’ marbuttah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal

atau berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang

“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali

dikehendaki kata aslinya:

s Ditulis hikmah
ZERTN Ditulis Jizyah
NEPNERES Ditulis Karamah al-auliya’
D. Vokal Pendek dan Penerapannya
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== Kasrah Ditulis I
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B\ Kasrah Ditulis Zukira
Y Dammah Ditulis Yazhabu

Xi




E. Vokal Panjang
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

ol A Ditulis Al-
Quran
okl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

oLl Ditulis As-sama’
i) Ditulis Asy-syams
I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi
penduduk tertinggi di dunial. Dengan semakin meningkatnya populasi di
Indonesia tersebut maka penambahan tenaga kerja semakin meningkat, akan
tetapi pertambahan ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan
yang tersedia di Indonesia, sehingga banyak para tenaga kerja Indonesia yang
memutuskan untuk mencari lapangan pekerjaan ke luar wilayah Indonesia
atau disebut pekerja migran.?

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, maka yang di maksud Tenaga kerja adalah setiap orang yang
memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan pribadi dan masyarakat.® Sedangkan Menurut Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang tenaga kerja indonesia (TKI), tenaga kerja
Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri

dan memenuhi syarat untuk menerima upah di luar wilayah negara

' Berdasarkan Dari Situs Data Statistic Real-Time Worldometers Yang Di Himpun Pada
Tanggal 25 Januari 2024, Mencatat 10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, Di Lihat Dari
Data Tersebut Indonesia Dengan Urutan Ke 4 Di
Dunia.Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/01/25/Ini-10-Negara-Dengan-Jumlah-
Penduduk-Terbanyak-Di-Dunia-Awal-2024 Di Akses Pada Tanggal 7 Juni 2024.

2 Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah, Magister Hukum, Universitas Semarang,
Semarang, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.Jurnal
USM Law Review Vol. 7 No 1 Tahun 2024. Di Akses Pada Tanggal 11 Maret 2024. hlm 491.

% “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan,”
Pasal. 1 Ayat (2).


https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/25/ini-10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-awal-2024
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/25/ini-10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-awal-2024

Indonesia.* Sedangkan menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2017
tentang perlindungan pekerja migran indonesia di luar negeri, mendefinisikan
PMI adalah setiap warga negara indonesia yang akan, sedang, atau telah

bekerja dengan menerima upah di luar wilayah republik indonesia.®

Tabel.1.1. Presentase Penempatan PMI Tahun 2021, 2022, 2023

62

Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021, 2022 dan 2023
—

TAHUN JUuMLAH TREN
2021 72.624
2022 200.802 4176 % Kenaikan dari 2021
2023 274.965 437 % Kenaikan dari 2022

Jika kita melihat jumlah penempatan pekerja migran Indonesia terus
mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat
sebanyak 72.634 penempatan, dan pada tahun 2022 tercatat 200.802
penempatan, hal ini mengalami kenaikan yang begitu derastis dari tahun
sebelumnya sekitar 176% dan jumlah minat untuk bekerja di luar negri terus
mengalami kenaikan pada tahun 2023 sekitar 274.965 pekerja migran

indonesia yang di tempatkan oleh BP2MI, jika di hitung secara persentase

4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Di Luar Negri.Pasal 1 Ayat (1).

% Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesai, Pasal 1 Ayat 2.



maka kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 37%. Jika kita melihat jumlah
data penempatan PMI ke negara arab Saudi dari tiga tahun terakhir maka
jumlahnya adalah mencapai 11.733 pekerja migran Indonesia di negara arab
saudi.®

Faktor pendorong masyarakat berminat untuk menjadi PMI ke luar
negri karena mereka percaya bahwa dengan bekerja di luar negri mereka akan
banyak mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan gaji yang besar, akan
tetapi mereka tida banyak yang mempertimbangkan akan sebuah resiko yang
akan mereka hadapi sewaktu-waktu, seperti kekerasan, perdagangan orang,
ekspolitasi seksual, upah yang tida di bayar sesuai kesepakatan kerja, dan
waktu kerja yang panjang, itu adalah beberapa resiko yang kemungkinan
terjadi.’

Tabel 1.2. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021, 2022, 2023

poran Tahunan | 2023 90
Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021, 2022 dan 2023

204 2022 2023

TAHUN JUMLAH TREN
2021 1700
i 2022 - " 1887 | .17% Kenaikan dari 2021
2023 1.999 41% Kenaikan dari 2022

*Diata tabwn 2021 - 2022 ditarik pads | Januari 2023
“*Dat. 3 ada 1 Januari 2026

® Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yang Di Tarik Dari Tahun
2021-2023 Data Ini Di Tarik Oleh BP2MI Pada 1 Januari 2024. Https://Bp2mi.Go.Id/Statistik-
Detail/Data-Penempatan-Dan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-Periode-Tahun-2023 Di
Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

7 Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah, Magister Hukum, Universitas Semarang,
Semarang, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.Jurnal
USM Law Review Vol. 7 No 1 Tahun 2024. Di Akses Pada Tanggal 11 Maret 2024. hlm 494.



https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023
https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023

Melihat data pengaduan pekerja migran indonesia (PMI) dari tahun

2021-2023 dari ketiga tahun tersebut mengalmi pertambahan kasus pelaporan

kepada BP2MI. Bisa di lihat pada tahun 2021 terdapat 1.700 pengaduan kasus

dan pada tahun tahun 2022 terdapat 1.987 laporan aduan yang di terima oleh

BP2MI yang mana ini mengalami kenaikan 17% dari tahun sebelumnya.

kemudian pada tahun 2023 sekitar 1.999 laporan aduan kepada BP2MI.

Melihat dari data BP2MI dari tahun 2021-2023 Negara Arab saudi merupakan

negara dengan urutan pertama kasus pelaporan kepada BP2MI dengan jumlah

sekitar 1.238 kasus.®

Tabel. 1.3. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Eropa dan Timur
Tengah Tahun 2021, 2022, 2023

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Eropa dan Timur Tengah Tahun 2021, 2022 dan 2023
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Pada tahun 2023 direktorat jendaral imigrasi (ditjen imigrasi) berhasil

menggagalkan 10.138 WNI yang akan bekerja ke luar negri tanpa dokumen

8 Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yang Di Tarik Dari Tahun
2021-2023 Data Ini Di Tarik Oleh BP2MI Pada 1 Januari 2024. Https://Bp2mi.Go.Id/Statistik-
Detail/Data-Penempatan-Dan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-Periode-Tahun-2023

Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

Di


https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023
https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023

yang SAH atau para calon PMI non prosedural.® Penempatan PMI illegal ini
merupakan sebuah awal mula terjadinya kasus PMI yang di ekspolitasi di
negara tujuan yang di tempatkan oleh agen non procedural. Yang kemudian
para pekerja migran ilegal ini rentan menjadi korban perdagangan manusia
(human trafficking).*® PMI non prosedural ini merupakan para pekerja migran yang
tidak terdaftar di dalam siistem pelayanan administrasi penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia (SISKOP2MI).

Menurut silmy karim direktur jendral imigrasi, dampak dari PMI non
prosedural/ilegal akan merugikan PMI itu sendiri yang mana nantinya membuat
posisi tawar mereka menjadi lemah serta rentan menerima perlakuan yang kejam.
Hal seprti itu akan berakibat banyaknya masalah yang terjadi. seperti pekerjaan yang
tida sesuai dengan yang di janjikan oleh agen atau calo pemberi kerja yang kemudian
sampai di lokasi kerja paspor di tahan oleh majikan atau agen kerja, tida di bayarkan
gajinya, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat merugikan PMI itu sendiri, hal ini
di akibatkan tidak adanya dokumen secara resmi dari pemerintah.*

Seperti yang terjadi pada PMI asal cianjur yaitu IOW dan lima temanya

mereka berangkat ke dubai pada pertengahan tahun 2022 secara i/legal melalui agen

® Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus TPI Batam, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan
10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun
2023.Https://Kanimbatam.Kemenkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigrasi-Gagalkan-Keberangkatan
10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023 Di Akses Pada Tanggal 19
Mei 2024.

' Lalu Maulana Ukhrowi, Lalu Puttrawandi Karjaya, Dkk. Dampak Pekerja Migran Ilegal
Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok, IJGD: Indonesian Journal Of
Global Discourse (Vol. 2 Ed.2. Pages 17 - 31, July - December 2020) him.18.

" Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus TPI Batam, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan
10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjan Tahun
2023.Https://Kanimbatam.Kemenkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigrasi-Gagalkan-
Keberangkatan10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023 Di Akses
Pada Tanggal 19 Mei 2024.



https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/06/imigrasi-gagalkan-keberangkatan%2010138-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-sepanjang-tahun-2023
https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/06/imigrasi-gagalkan-keberangkatan%2010138-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-sepanjang-tahun-2023
https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/06/imigrasi-gagalkan-keberangkatan10138-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-sepanjang-tahun-2023
https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/06/imigrasi-gagalkan-keberangkatan10138-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-sepanjang-tahun-2023

perantara di indonesia yang bekerjasama dengan persatuan emirate arab (PEA), [OW
dan lima temanya di rencanakan bekrja di arab saudi sebagai penata laksana rumah
tangga dan yang kemudian pada juni 2023 mereka terjerat jaringan prostitusi di dubai
wilayah persatuan emirate arab (PEA).!?> Melalui kordinasi KJRI dubai dengan
kepolisian dubai IOW berhasil di selamatkan dari penyekapan dan kemudian di
tempatkan di women and children foundation untuk pemulihan pisikologi.

Dengan masih banyaknya sindikat penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) secara non procedural/ilegal sehingga berakibat kepada
keamanan dan keselamatan para pekerja yang rentan mendapat
permasalahan. seperti yang di alami salah seorang perempuan asal losari
brebes yang bernama Tarini yang merupakan korban penempatan PMI illegal
(no procedural) yang mana tarini ini direkrut oleh calo berinisial KSR asal
Cirebon dan di berngkatkan oleh seorang berinisial A dari Jakarta. Yang
kemudian tarini di berangkatkan ke negara oman dan di tampung oleh saudara
inisial E yang merupakan seorang agen di oman, selama satu hari sebelum
ahirnya dipekerjakan di rumah majikan.

Selama dua pekan bekerja di rumah majikan Tarini merasa tidak
betah karena beban kerja yang berlebihan serta tidak di beri makan dan waktu
istirahat yang cukup dan juga sering mendapat perlakuan kasar dari
majikanya. Kemudian tarini mengajukan keberatan kepada agen di oman dan

meminta agar di pulangkan ke Indonesia namun pada waktu itu tarini

2 Kementrian Luar Negri Republik Indonesia, 16 Agustus 2023 PMI Korban TPPO Di Dubai
Berhasil Dipulangkan Ke Tanah Air. Https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/5086/Berita/Pmi-Korban-
Tppo-Di-Dubai-Berhasil-Dipulangkan-Ke-Tanah-Air Di Akses Pada Kamis Tanggal 30 Mei 2023 Jam
01;30 Wib.



https://kemlu.go.id/portal/id/read/5086/berita/pmi-korban-tppo-di-dubai-berhasil-dipulangkan-ke-tanah-air
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5086/berita/pmi-korban-tppo-di-dubai-berhasil-dipulangkan-ke-tanah-air

mendapatkan ancaman dari agenya di Jakarta yeng menuntut tarini untuk
membayar biaya sebesar 30 juta jika meminta di pulangkan. Yang pada
akhirmya tarini di pindahkan oleh agen untuk bekerja di arab Saudi. selama
3 pekan bekerja di arab Saudi, tarini kerap mendapatkan perlakuan yang sama
dari majikanya dan selama bekerja di dua majikan, tarini belum pernah
mendapatkan gaji.!3

Perlu di garis bawahi bahwa sindikat pekerja migran ilegal
merupakan sebuah ancaman yang serius yang dapat merugikan para calon
pekerja migran dan negara, salah satu bahaya yang mungkin akan terjadi
adalah ekspoloitasi kerentanan PMI, para sindikat ini mengekspolitasi dengan
iming-iming gaji besar dan kemudahan mendapatkan pekerjan. akan tetapi,
itu semua hanya sebuah pepesan kosong, nyatanya mereka akan rentan
mendapatkan situasi kerja yang buruk, beban kerja yang tidak sesuai, adanya
pemotongan upah kerja, dan kemungkinan tidak adanya hari libur untuk
istirahat. Selain itu bahwa sindikat pekerja illegal juga dapat merugikan
negara, hal ini mempengaruhi reputasi negara dalam perlindungan pekerja
migran dan dapat mengancam hubungan bilateral dengan negara tujuan

pekerja migran, 4

'8 Laporan BP2MI, Terjebak Sindikat Penempatan Illegal PMI Ke Arab Saudi Tarini Tida
Mendapatkan Gaji. Https://Bp2mi.Go.ld/Index.Php/Berita-Detail/Terjebak-Sindikat-Penempatan-
llegal-Pmi-Ke-Arab-Saudi-Tarini-Tak-Dapatkan-Gaji Di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 30 Mei
2024. Jam 00:19 Wib.

4 Atsyil Syah Gibran Dan M .Fadly Khusairy, Analisis Dan Inisiasi Upaya Pembasmian
Sindikat Pekerja Migran Indonesia Illegal Melalui Kolaborasi BP2MI Dan Sirektorat Jendral
Imigran, Jurnal Of Law And Border Protection, Politeknik Imigrasi, Vol 5, No 1, 2023, Submitted:
04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023.hlm 6.
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PMI non prosedural sering kali berada dalam kondisi yang rentan
terhadap eksploitasi, penyalahgunaan, dan ketidakadilan karena mereka tidak
memiliki perlindungan hukum yang memadai baik dari negara asal maupun
negara tujuan. Kebanyakan PMI non prosedural memilih jalur informal
karena berbagai alasan, termasuk biaya yang lebih rendah, proses yang lebih
cepat, dan kurangnya informasi tentang prosedur resmi. Namun, jalur ini
membawa risiko besar. Tanpa dokumen resmi, mereka sering kali bekerja
dalam kondisi yang tidak aman dan tidak manusiawi. Mereka juga lebih
rentan terhadap perdagangan manusia dan penipuan oleh agen-agen tidak
resmi. Selain itu, PMI non prosedural sering kali menghadapi kesulitan dalam
mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial di negara
tujuan mereka. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu pekerja, tetapi
juga berdampak negatif pada citra negara asal mereka di kancah internasional.

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah ini
melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu upaya tersebut adalah
melalui pembentukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI), yang bertuyjuan untuk meningkatkan perlindungan dan
kesejahteraan PMI. Namun, tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum,
koordinasi antar lembaga, dan pemberdayaan komunitas pekerja migran.
Selain itu, kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara tujuan juga
menjadi aspek penting dalam memastikan perlindungan hak-hak PMI.

Dalam rangka menghadapi masalah ini secara efektif, diperlukan

pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,



termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas PMI itu
sendiri. Edukasi dan penyadaran akan pentingnya mengikuti prosedur resmi
harus ditingkatkan, sementara mekanisme perlindungan harus diperkuat dan
dipermudah aksesnya. Melalui upaya yang komprehensif dan terkoordinasi,
diharapkan bahwa masalah PMI non prosedural dapat diminimalisir, dan hak-
hak serta kesejahteraan pekerja migran dapat lebih terjamin.

Secara konstitutional keamanan warga negara indonesia telah di
atur didalam konstitusi negara yang tertuang di dalam undang-undang
dasar negara republik indonesia tahun 1945 bahwa ” setiap orang berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta
benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tida berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi’*® ayat ini menjelaskan betapa
pentingnya perlindungan negara terhadap rakyatnya untuk menciptakan
rasa aman bagi warga negara indonesia yang bekerja di luar negri.'®
Karena negara menjamin hak yang layak bagi setiap warga negara untuk

dapat bekerja baik di dalam negri maupun di luar negri sehinga negara harus

dapat bekrjasama dengan negara lain untuk menjalin hubungan yang baik.

15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat (1).

18 Lihat Di Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia Bagian Konsideran Bagian B.” Bahwa Negara Menjamin Hak, Kesempatan, Dan
Memberikan Pelindungan Bagi Setiap Warga Negara Tanpa Diskriminasi Untuk Memperoleh
Pekerjaan Dan Penghasilan Yang layak, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Sesuai Dengan
Keahlian, Keterampilan, Bakat, Minat, Dan Kemampuan”
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Hubungan diplomatik Indonesia-Arab saudi dalam perlindungan PMI
melibatkan persoalan hukum terkait sistem ketatanegaraan kedua negara.
Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran memiliki tanggung jawab
untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Di
sisi lain, sebagai negara tujuan migrasi, Arab saudi juga memiliki kewajiban
untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja
di wilayahnya. Dalam konteks Indonesia, perlindungan pekerja migran diatur
dalam berbagai undang-undang yang secara husus yaitu UU No. 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini
memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi
pekerja migran, memastikan perlakuan yang adil, mengawasi proses
perekrutan dan memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran yang
membutuhkan. !’

Di Arab saudi, sistem konstitusional mereka juga memiliki kerangka
hukum terkait perlindungan pekerja. Arab saudi memiliki peraturan yang
mengatur hak-hak pekerja, yaitu undang undang ketenagkerjaan dan pekerja
yaitu keputusan kerajaan No M5 1/tanggal 23-08-1426 H. yang kemudian di
rubah dengan surat keputusan kerajaan No. M24 tanggal 05-12-1434 H. dan
kemduian di rubah lagi dengan surat keputusan kerajaan No. M46 tanggal 05-

06-1436 H.'® Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi para

17 Buka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia Pada Bagian Konsideran Bagian C. “Bahwa Pekerja Migran Indonesia Harus Dilindungi
Dari Perdagangan Manusia, Perbudakan Dan Kerja Paksa, Korban Kekerasan, Kesewenang-
Wenangan, Kejahatan Atas Harkat Dan Martabat Manusia, Serta Perlakuan Lain Yang Melanggar
Hak Asasi Manusia”.

18 Undang-Undang Sisitem Ketenaga Kerjaan Arab Saudi " 4 saud) 4yl 288l Jaall 31 55 "
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pekerja, pekerja rumah tangga, yang di dalamnya di atur termasuk ketentuan
mengenai upah, jam kerja, kondisi kerja yang aman dan hak-hak lainnya.

Meski kedua negara memiliki kerangka hukum yang mengatur
perlindungan pekerja migran, masih ada persoalan hukum yang perlu
dibenahi. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman dan
konsistensi penerapan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran.
Terkadang pekerja migran Indonesia di Arab saudi menghadapi berbagai
masalah seperti eksploitasi, pelecehan, upah yang tidak dibayar, jam kerja
yang berlebihan dan kondisi kerja yang tidak aman.

Selain itu, perbedaan sistem ketatanegaraan dan budaya kedua negara
juga dapat menjadi kendala dalam perlindungan PMI. Kerja sama antara
Indonesia dan Arab saudi diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum dan
meningkatkan pemahaman bersama tentang perlindungan pekerja migran.
Kedua negara harus meningkatkan dialog, pertukaran informasi dan kerja
sama bilateral untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi
pekerja migran Indonesia di arab saudi.

Dengan melihat berbagai persoalan yang pernah terjadi terhadap
pekrja migran indonesia di arab saudi maka saya akan mengkaji
penelitian tentang. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia Di Arab Saudi Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah”
Pembahasan ini menjadi sangat penting untuk di analisis dalam kacamata
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Supaya tidak

terjadi lagi kasus yang melibatakan pekerja migran indonesia di luar negri.
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B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terkait analisis
yuridis terhadap perlindungan pekrja migran indonesai di Arab saudi dalam
persfektif siyasah dauliyah maka dapat di tarik beberapa rumusan masalah
yang akan di angkat dalam skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab saudi
ditinjau dari undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang
perlindungan pekerja migran indonesia?

2. Bagaimana perlindungan pekerja migran indonesia di arab saudi dalam

perspektif siyasah dauliyah?

C. Tujaun dan kegunaan penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil
pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI)
yang berada di Arab Saudi;
b. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah indonesia dalam diplomasi
bilateral dengan Arab Saudi mengenai perlindungan pekerja migran indonesia
(PMI) dari persfektip siyasah dauliyah.
2. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan teoritik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas

pengetahuan tentang hukum tata negara dan dapat digunakan sebagai
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referensi dalam diskusi tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di
luar negeri.
b. Kegunaan praktis
Penulisan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan
meningkatkan pengetahuan tentang ketenagakerjaan. Selain itu, diharapkan
dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara melindungi
pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dari pesfektip siyasah dauliyah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mencakup penjelasan sistematis tentang temuan
penelitian sebelumnya dan hubungannya dengan panelitian yang akan datang
Beberapa penelitian telah dilakukan terkait perlindungan pekerja migran (PMI)
di luar negeri, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian karya siti lutfiyati rohimah berjudul "perlindungan
hukum terhadap tenaga kerja indonesia di luar negri menurut hukum positif dan
hukum islam™ mengkaji perlindungan hukum positif yang berlaku di indonesia
terhadap TKI baik ketika mereka masih pra-pekerja selain itu juga
membandingkan bagaimana peran pemerintah dalam hal pemberian
perlindungan terhadap TKI berdasarkan undang-undang Nomor 39 tahun 2004

tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negri dengan hukum islam.*®

19 Siti Lutfiyah Rohmah,:Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar
Negri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Skrifsi Fakultas Syariah Dan Hukum (2012)
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Kedua, skripsi karya muhamad adil muktafa yang berjudul ‘“konsep
hukum pemerintah indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga
kerja indonesia di luar negri” penelitian ini mengkaji tentang cara pandang dan
cara kerja pemerintah indonesia dalam melindungi TKI di luar negri yang mana
jika di tinjau dengan teori perlindungan hukum di bagi menjadi dua bentuk
perlindungan. pertama, perlindungan hukum preventif. konsep ini membahas
tentang bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan bagi para
TKI. Kedua, perlindungan hukum reperesif, dimana pemerintah mempunyai
kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang
bermasalah seperti bantuan dan perlindungan kekonsuleran, pembelaan atas
pemenuhan hak-hak TKI, serta perlindungan lainya sesuai dengan ketentuan
pertauran perundnag-undangan yang berlaku dan kebiasaan
international ?°Ketiga, karya Afandi Sitamala dalam jurnal berjudul "Polemik
Perlindungan

Hukum dan Peran Negara atas Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri"
membahas masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
bagaimana kebijakan dan pemerintah berfungsi, dan bagaimana hal itu digunakan
dalam situasi tertentu. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris sebagai
metode utama dan yuridis normatif sebagai metode pendukung dengan
pendekatan efektifitas hukum. Tujuan utama penulisan jurnal ini adalah untuk

menegtahui fungsi dan proses perlindungan terhadap PMI di luar negeri yang

20 Muhamad Adil Muktafa,”Konsep Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan
Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri”.Skrifsi Pada Fakultas Syariah Dan
Hukum (2016)
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diberikan pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk
memenuhi tanggung jawabnya.?!

Keempat, penelitian dari jurnal Ida Hanifah berjudul "Peran dan
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia
yang Bermasalah di Luar Negeri" hanya membahas peran dan tanggung jawab
negara dalam melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri, seperti yang
seharusnya dilakukan oleh negara dan pemerintah.??

Kelima, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal adharinialti berjudul
"perlindungan tenaga kerja indonesia irreguler di luar negri" membahas tentang
perlindungan nilai-nilai ham yang berlaku bagi seluruh buruh migran. Para TKI
berhak atas upah (seperti upah kerja, upah lembur, dll), keamanan, perawatan,
kesehatan, dan bantuan dalam situasi darurat. Selain itu, mereka juga berhak
mendapatkan perlindungan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, dan
penahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tujuan serta
hukum dan kebiasaan internasional dari perwakilan negara Indonesia di negara
tujuan.?

Dilihat dan dibandingkan dengan penelitian penulis, ada perbedaan dalam

bentuk objek penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian penulis ini berfokus

2l Hambal Afandi Sitamala, “Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga
Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” Jurnal Hukum Dan Keadiilan 7, No. September (2020): hlm. 291—
307.

22 Ida Hanifah, “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga
Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negri” 5 (2020):hlm. 10-23.

23 Adharinalti, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri
(Protec On Of Irregular Indonesian Workers In Overseas),” Rechts Vinding 1, No. 1 (2012): him.1—
17.
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pada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja
migran indonesia (PMI) di Arab Saudi. Penulis membahas penelitian ini dari

persfektip siyasah dauliyah.

E. Kerangka teoritik
Dalam membuat karya ilmiah, kerangka teoritik digunakan sebagai pisau
analisis. Dengan demikian, penyusun dapat membedah persoalan saat ini dan
menjawab pokok permasalahan. Untuk melakukan ini, penyusun menggunakan

beberapa teori yang relevan, antara lain :

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sempurna yang
diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini, mereka memiliki hak-hak alamiah
yang mengalir dari alam (al-huqugu ath-thabi‘iyah, atau natural right), di
mana hak-hak individu lebih penting daripada kepentingan politik.
Akibatnya, negara di wajibkan untuk menghormati hak dan kebebasan
individu.?

Soerjono Soekanto mengatakan perlindungan hukum adalah
perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, dan Satjipto
Raharjo mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang

diberikan oleh hukum.?® Namun, C.S.T Kansil Perlindungan Hukum

2 Dr.Muhamad Ahmad Mufti Dan Dr.Sami Salih Al-Wakil, "Ham Menurut Barat,Ham
Menurut Islam", Pustaka Th. (Bogor: 2005, N.D.). him.10

%5 Sadjipto Raharjo, 2000, “Ilmu Hukum ”, Pt.Citra Aditiya Bakti,Bandung,hlm.54
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menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus melakukan berbagai upaya
hukum untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari berbagai
ancaman yang datang dari pihak mana pun.?® Menurut philpus M. Hadjon,
perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau membantu
subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.?’

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 289, Ayat (1) menyatakan
bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.
Selain itu, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan
kebutuhan dasar.?® Karena banyak warga negara kita yang merantau jauh
untuk bekerja di luar negri menjadi (PMI). Maka perlu adanya perhatian
husus oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan.

Semua orang tahu bahwa penempatan pekerja migran Indonesia ke
luar negeri memiliki resiko yang tinggi, termasuk risiko perlakuan tidak
manusiawi atau perlakuan ekspolitatif di negara penerima. Oleh karena itu,

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) memerlukan perlindungan.?®

% C.S.T. Kansil, 1989, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia ”, Balai Pustaka,
Jakarta.hlm.102

2 Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ”, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta 2011, hlm.10.

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 G Ayat (1)

29 Adharinalti, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri
(Protec On Of Irregular Indonesian Workers In Overseas).” hlm.161
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Setidaknya dua pasal konstitusi negara kita berfungsi sebagai landasan hak
atas pekerjaan: pasal 27 ayat 2 yang menyatakan "tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan™ dan
pasal 28d ayat 2 yang menyatakan "setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja."

Jumlah buruh luar negeri terus meningkat, dan permasalahannya juga.
Memang bekerja di luar negri merupakan hak bagi setiap warga negara
sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyelenggrakan mekanisme
pelaksanan hak warga negara tersebut, TKI bukan sebuah komoditas
sehingga pengaturan mekanisme penempatanya harus tetap menjunjung
tinggi nilai-nilai  kemanusiaan, maka langkah pemerintah indonesia
mengambil sebuah keputusan yang di dasari kepada amanat undang-undang
republik indonesia nomor 13 tahun 2003 pasal (34) tentang ketenagkerjaan
“ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negri sebagaimana di
maksud dalam pasal 33 huruf b di atur dalam undang-undang”®® maka
pemerintah indonesia membuat sebuah undang-undang secara husus yang
mengatur tentang tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negri (undang-undang
tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negri)
sesuai dengan namanya undnag-undang ini secara umum membahas

menegnai tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negri, untuk

OUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Di Luar Negri.
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aspek perlindunganya di atur secara sefesifik di dalam pasal 77- 84 undang-
undang republik indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negri.

. Teori Siyasah Dauliyah

Agama islam adalah agama yang sempurna yang di turunkan
oleh allah swt kepada nabi muhamad dengan wahyu yang allah
berikan,konsep agama islam di bangun dengan dasar wahyu petunjuk
dari allah sehingga semua tatanan kehidupan nya sudah di atur
sedemikian rupa yang terkonsep di dalam al-quran sehingga agama islam
tida hanya membicarakan masalah sholat lima waktu yang kita anggap
sebagai bekal ibadah di ahirat akan tetapi masih banyak hal yang
membawa kita untuk bekal kita di ahirat yaitu mengurus negara sehingga
menjadi negara yang aman dan sejahtera. yang pada akhirnya dibentuk
oleh para ulama menjadi sebuah fan ilmu pengetahuan yang secara khusus
berbicara tentang membangun tatanan negara berdasarkan al-quran dan
sunah. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam
segala hal yang mereka lakukan. Di dalamnya ada banyak hukum yang dibuat
tuhan untuk kemaslahatan umatnya. Ini mencakup masalah politik, moral,
hukum, sosial budaya, dan tata negara. Meskipun al-Qur'an secara eksplisit
tidak mengandung kata politik, banyak ayat yang dapat di jadikan landasan
sebagai arah pengaturan tata negara.

Manusia Allah ciptakan ke muka bumi ini untuk di jadikan sebagai

khalifah atau pemimpinin di muka bumi yang bertgas untuk mengurus dan
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mengelola tatanan kehidupan dengan sebaik-baiknya dan atas rasa persamaan
di muka bumi. Ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan penegakkan
undang-undang yang mengarah pada kemaslahatan sesuai dengan kehendak
Tuhan yang maha esa. Dasar hukum para ulama berasal dari surah Qs. Yunus
ayat 14.

Golas cais Jilass be gall b Gl Al g

"kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di
muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana
kamu berbuat.”

Pada ayat ini, Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk
berfungsi sebagai khalifah atau pemimpin. Tugas ini membutuhkan
kemampuan khusus untuk melakukannya dengan baik. Skill ini lah yang
kemudian kita kenal sebagai istilah politik. Tetapi dalam ayat ini, allah swt
Belum menjelaskan prinsip-prinsip politik yang seharusnya diterapkan oleh
seorang kholifah.

Kata "siasah" berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata "osbs",
yang berarti "mengurus”, "mengurus”, dan "mrintah". Dalam beberapa arti,
kata "siasah" juga dapat berarti pemerintahan, politik, atau membentuk
kebijakan.®! Siyasah didefinisikan didalam kitab al-munjid sebagai sutau
yang mengarahkan manusia ke jalan keselamatan. Sedangan Dauliyah, di

definisikan dan di artkan sebagai daulat, kerajaan, kekuasaan, dan wewenang.

31 Syifa S. Mukrimaa Et Al., “FIKIH SIYASAH,” Jurnal Penelitian Pendidikan Guru
Sekolah Dasar 6, No. Agustus (2016): hlm.128.
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Politik dauliyah mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga
negara. Ini juga mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara
di negara lain. Asas damai adalah dasar hubungan internasional. Asas ini
mengatakan bahwa perang dilakukan karena alasan, yaitu untuk menentang
kezaliman, menghilangkan fitnah, dan mempertahankan diri. Akibatnya, asas

damai menghasilkan perdamaian yang saling menguntungkan.32

F. Metode peneltian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah sistematis
yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan
menginterpretasi data dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam
mengenai suatu fenomena.®* Metode penelitian melibatkan pemilihan pendekatan
dan teknik tertentu untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.
Pemilihan metode penelitian yang tepat memainkan peran krusial dalam
memastikan keberhasilan suatu penelitian dan keakuratan temuan yang diperoleh

3 _Adapun metode penelitian yang digunakan penulis, sebagai berikut

1. Jenis penelitian

32 Mustofa Hasan. ”Aplikasi Teori Politik Islam Persfektif Kaidah-Kaidah Fikih” Fakultas
Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Journal Madania Vol. XVIII, No. 1 Juni.
2014. Halaman.100

33 Hitps://Kbbi.Web.Id/Metode, Akses 19 Desember 2023.
3 Sulistyowati Irianto Dan Shidarta, “METODE PENELITIAN HUKUM: Konstelasi Dan
Refleksi”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2019), him. 96.
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (libarary
research). Ini berarti bahwa data yang tertulis dikumpulkan dari buku, jurnal,
perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskritif-analisis, artinya ia berusaha
mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis masalah yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini akan melihat bagaimana
kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia di Arab
Saudi (PMI).

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu yuridis-
empiris. Pendekatan ini merupakan penelitian atas berlakunya atau
implementasi yang berlaku dimasyarakat sesuai dengan hukum yang telah
ditetapkan. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.*®

4. Teknik pengumpulan data
a. Data primer
Yaitu berupa bahan-baha hukum vyang berkaitan dengan
permsalahan yang di bahas di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

%Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum ”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 31
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2) UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran
Indonesia;

3) Keputusan mentri ketenagkerjaan republik Indonesia nomor 291
tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia di kerajaan arab Saudi melalui
sisitem penempatan sistem satu kanal,

4) Peraturan ketenaga kerjaan Arab Saudi;

5) Wawancara BP2Ml.

b. Data sekunder
Dengan kata lain, informasi yang memberikan arahan dan
penjelasan tentang bahan hukum dasar seperti buku tentang hukum
ketenagakerjaan, buku tentang hukum perburuhan, penelitian, karya
ilmiah, dan pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan topik ini,
yang dikaitkan dengan teori siyasah dauliyah.
5. Analisis data
Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif, yang
akan digunakan. untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang

perlindungan negara terhadap pekerja migran di Arab Saudi.

G. Sistematika pembahasan
Bab 1 pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab 11 landasan teori, yang berisi teori perlindungan hukum, teori hukum
komparatif (comfarativ law) dan teori siyasah dauliyah.

Bab I1l gambran umum pekerja migran Indonesia di arab Saudi, yang di
dalamnya membahas gambaran umum pekerja migran Indonesia di arab Saudi,
Upaya perlindungan pekeja migran Indonesia.

Bab IV analisis yuridis perlindungan pekerja migran Indonesia di arab
Saudi dalam persfektif siyasah dauliyah yang di dalamnya membahas
pelindungan PMI di tinjaw dari UU Nomor 18 tahun 2017 dan analisis komparatif
atas perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dalam perspektif
siyasah dauliyah.

Bab V penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.



BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa, sistem perlindungan pekerja
migran yang dibuat oleh Undang-Undang No 18 Tahun 2017 untuk
melindungi pekerja migran Indonesia jauh lebih baik dari sistem yang ada
sebelumnya. Undang-Undang ini lebih lengkap dan rinci tentang bagaimana
calon pekerja migran Indonesia menerima perlindungan sebelum bekerja,
saat bekerja, dan setelah bekerja, termasuk pemberdayaannya. Selain itu,
perlidungan bagi anggota keluarga. Selain itu, peran dan tanggung jawab
pihak terkait telah diatur. Diktum perlindungan cukup baik dari segi isi,
tetapi semuanya bergantung pada praktiknya di lapangan. Sangat penting
bagi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat (Kementerian Tenaga Kerja,
Badan yang menangani, dan pemerintah daerah), untuk segera
mengeluarkan Peraturan Daerah untuk Provinsi, Kabupaten Kota, dan Desa
untuk menjamin perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya.

Hubungan bilateral Indonesia dan arab Saudi sudah terjalin sejak lama dan
berjalan lancar dan aman sesuai dengan konsep hubungan bilateral dalam
kontek siyasah dauliyah yaitu perdamain, hal ini dapat di lihat dari
kerjasama yang di lakukan oleh kedua pimpinan negara dalam melakukan
kerjasama dan dengan saling berkunjungnya kedua kepala negara dalam
kunjungan kenegaraan Indonesia dan Arab Saudi untuk menjalin kerjasama

ekonomi dan perlindungan pekerja. Indonesia dan arab Saudi memiliki

106
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konsep yang sama dalam menerapkan konsep perlindungan hukum terhadap
pekerja. PMI di arab Saudi di jamin menurut undang-undang
ketenagkerjaan arab Saudi untuk menjamin upah, kesehatan, dan
keselamatan kerja. sebagaimana Dekrit Raja No. (A/91) dan Undang-
Undang Dasar Pemerintahan dan Perundangan Perburuhan No. M/51 dari
Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi yang menetapkan bahwa tenaga
kerja asing, terutama yang bekerja di Arab Saudi, akan dilindungi secara

hukum.

B. SARAN

Untuk lebih menjamin para pekerja migran indonesia sebaiknya
pemerintah daerah melakukan Pendidikan dan pengawasan kepada para calon
pekerja migran sebagaimana telah di atur di dalam undang-undang bahwa
pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan Pendidikan
kepada calon PMI. Dan kemudian pemerintah daerah untuk segera membentuk
suatu Lembaga seprti desa peduli pekeja migran “DESBUMI” masing-masing
pada Tingkat daerah dengan peraturan daerah sendiri, hal ini nantinya dapat
meningkatkan kualitas para calon pekerja migran dengan pemahaman-

pemahaman yang di berikan saat mengikuti pelatihan.
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